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ABSTRAK 

Pentingnya perizinan bagi dunia usaha membuat pemerintah mencoba 

menyederhanakan perizinan usaha melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pengesahan UUCK memberikan ruang yang 

sangat besar bagi pertumbuhan UMKM. UUCK menyederhanakan proses perizinan 

dan memberikan perlindungan bagi UMKM. Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukannya perbaikan dalam waktu 2 (dua) 

tahun. Putusan MK ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat 

kebingungan di masyarakat.  UUCK yang dinyatakan inkonstitusional seharusnya tidak 

berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum legalitas 

UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk mengetahui apakah 

legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji data sekunder 

(pendapat ahli maupun teori) yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan 

bahan-bahan hukum mengikat atau hukum positif. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini melalui studi kepustakaan. Metode analisis dengan melakukan 

interpertasi atas bahan-bahan hukum yang sudah diolah, dimana bahan hukumnya 

terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

dengan proses berpikir secara deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum hingga yang 

bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan usaha (legalitas 

UMKM berupa NIB) yang diterbitkan sebelum dan sesudah adanya putusan MK 

memiliki kekuatan hukum. NIB (legailitas UMKM) yang dikeluarkan sebelum adanya 

Perpu Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai 

kekuatan hukum, hal ini dikarenakan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar 

hukum OSS RBA masih berlaku, baik itu sebelum dan sesudah Perpu Cipta Kerja 

disahkan menjadi UU. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juga telah memenuhi 4 (empat) syarat atau kiteria 

kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. 

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perizinan Usaha, Putusan MK  
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ABSTRACT 

The importance of licensing for the business world has made the government try to 

simplify business licensing through the ratification of Law Number 11 of 2020 

concerning Job Creation (UUCK). The ratification of UUCK provides a huge space 

for the growth of UMKM. UUCK simplifies the licensing process and protects UMKM. 

The Constitutional Court (MK) has stated that UUCK is contrary to the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditional binding legal 

force as long as it is not interpreted that there is no improvement within 2 (two) years. 

The Constitutional Court's decision has created legal uncertainty and confusion in the 

community.  UUCK that is declared unconstitutional should not apply. The purpose of 

this study is to find out how the legal force of UMKM legality after the Decision of the 

Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91 / PUU-XVIII / 2020 

regarding the Job Creation Law and to find out whether the legality of UMKM obtained 

before the presence of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning 

the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 

concerning Job Creation into Law has legal force and provides legal certainty. The 

type of research used is normative legal research which will examine secondary data 

(expert opinions and theories) consisting of primary legal materials which are binding 

legal materials or positive law. The method of data collection in this research is 

through literature study. The method of analysis is by interpreting the legal materials 

that have been processed, where the legal materials consist of primary and secondary 

legal materials. Concluding is done by the deductive thinking process, which is starting 

from general things to specific things. The results showed that business licenses 

(legality of UMKM in the form of NIB) issued before and after the Constitutional 

Court's decision have legal force. NIB (UMKM legality) issued before the Perpu on 

Job Creation until it was passed into Law Number 6 of 2023 has legal force, this is 

because PP Number 5 of 2021 which is the legal basis for OSS RBA is still valid, both 

before and after the Perpu on Job Creation was passed into law. Government 

Regulation instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation has also fulfilled 

4 (four) conditions or criteria for legal certainty according to Gustav Radbruch. 

Keywords: Legal Force, Business Licensing, Constitutional Court Decision 
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